KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH HEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 436 TAHUN 2020
TENTANG

PEMDERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRABAH TBANAWIYAIl FATHUL HUDA RINGINANOM UDANAWU
KADUPATEN DLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YARG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menlmbnng

Mengingnt

L

b,

bnbwn dalam mngkn meningkatkan  akses  pendidiken
madmsah yang bermutu, perle memberikan kescmpatan
masyarnknl melalui omganisnsi  berbadan hukum  untuk
menyelenpgarakan mndmsah sesusi dengan standar
nagional perdiidikan; -

bahwn mndmsah sebagnimana tercantum dalem [ampirn
Keputusan ini tclahh memenchi persynrtan administrtif,
teknds dan kelaynknn yang telah ditetapkan berdasarkan
Notn Dinas Pertimbangnn Dard Kepatla Didonng Pendidikan
Mndrasah Nomor : 20/Kw.13.2.5/PP.00/04 /2020 wanggal
20 Aprit 2020 dan Rekomendnsi dari Kepaln Kantor
Kemenlerinn . Agama Kabupaten Blitar Nomor: B-
699/Kk.13.31/2/PP.00.5/03/2020 (anggal 2 Marct
2020;
-

bolwn berdasarkan perlimbangan sebagaimana  dimnksud
dalap hurul o dan huruf b, perlu menciapkan Kepulusan
Kepaln Kanlor Wilayah Kementerinn Agama Provinsi Jawa
Timur tentang  lzin Opemsionnl  Pendifdan  Madrasah
Tsanawiyah Fathul Huda Ringinanom Udanawu
Kabupaten Blitar Pravinsi Jawa Timur.

Undang-Undlang - Nomor 20 Tahun 2003 tentnng  Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaron Negam Republik Indoncsia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan [Lembamn Negnm
Republik Indonesin Nomor 4301);

Unednng-Untlang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembarau Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia
Nomor 4301);

Pernturan  Pemerintah Nowor 19 Tahun 2005 lentang
Standnr Nasionnl Pendidikan {Lembamn Negam Republik
Indonesin Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembarnn
Negam Republik Indonesin Nomor 4496) Sebagaimana telah
diubah dengan Peruturin Pemerintnh Nomor 13 Tahun 2015
tentung Perubihan Kedua Atas Peraturnn Pemerintah Nomaor
19 Tahun 2005 lcntang Standar Nasionn! Pendidikan
(Lembaran Negnm Republik indonesin Tahun 2013 Nomor

71, Tambahan lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor
S410%



10.

11,

«2 -

Permiumn Pemerintnh Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belpjar Pendidikan Dasar {Lembamn  Negara Republlk
Indonesin Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4863);

Peraturan Pemeriniah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan {Lembammn Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyclenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahurn 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negama  Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tcntang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Seckolah Menengah
AtasfMadrazah Aliyah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidi
Agama Islam dan HBahasa Arab di Madrasah:

Peraturan Menterd Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota  sebagaimena  telah  diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agamsa Islam |
pada Sckolah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam

pada Sekolah [Berita Negars Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

- -

12, Pemturan Menteri Agnmn Nomor 90 Tabun 2003 1ening
Penyeleappanmn Pendidikaon Madosal, sehapnimann telah
dinbalt dengan Pemtiinn Mentetd Agnnm Nomor 66 Tahun
2016 lentang Pertlathim Kedun Alas Pernturnn Menteri
Agnma Nomor 90 Tahun 2013 teminng, Penyeleagparoan
Pemdidiknn Madaisah;

MEMUTUSKAN @

. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAHl KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMIERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAIL TSANAWIYAH FATHUL 1IUDA  RINGINANOM
UDANAWU KABUPATEN BLITAR PROVINSLJAWA TIMUR,

s Memberikan izin opemsionnl pendirinn madmsah scbognimann

tercantum  dalam  Lampimn  dan merupakan  bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bagl Madmsah Tsanawiyah sctelah jangkn waktu 4 tahun,

Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib ©

a. Menyampaikan taporan perkembangan madmanh  kepadn
Kepala Kantor Kementerinn Agama yang memunt paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksannan
kurikulum, pelaksnanaan pemenithan  standar  sarann
prasarana, dan pelaksannan pemenuhban standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

. Mengajukan pendafllamn visitasi akredilnsi sekolahfmadrasah

kepada BAP-S/M sesuni ketenluan pemamtumn perundang-
undangan,

:Dalam hal perkembanpgan madrasah scbagaimanon dimaksud

dalom Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedun hurmaf b
mendapat peringkat minimal €, makn izin opcrasional
scbagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berdaku.

! Dalam hal perkembangan madrasah scbagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua hurul a dinilai memecnuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaman pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktumi Kedua huruf b tidnk
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasionnl
sebagalmana dimaksud dalam Diktum Kesalu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggnl 12 Mei 2020
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LAMPIRAN

KIEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAI KEEMENTIERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 435 TAITUN 2020
TIENTANG

PEMBISRIAN 1ZIN OPEERASIONAL
PIENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
FATHUL HUDA RINGINANOM
UDANAWU KABUPATIEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Madrasah

Nomor Statistik Madrasah

Alamat Madrasah

Nama Organisasi Penyelenggara
Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

MADRASAH TSANAWIYAH FATHUL HUDA
RINGINANOM UDANAWU KABUPATEN
BLITAR

121235050054

JL. RAYA KEDIRI-BLITAR
DIESA RINGINANOM
KILCAMATAN UDANAWU
KABUPATIEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

YAYASAN FATHUL HUDA
NO. 18, RAHENDRA KELASWARA, SH

AHU-0020493.AH.01.04. TAHUN 2016 /

14 APRIL 20 14
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KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MTsS / 05.0054 / 2020

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH FATHUL HUDA
Alamat 1 JL. RAYA KEDIRI-BLITAR

Desa/Kelurahan . RINGINANOM

Kecamatan : UDANAWU

Kabupaten/Kota : KABUPATEN BLITAR

Provinsi : JAWA TIMUR

Penyelenggara Madrasah : YAYASAN FATHUL HUDA
Akte Notaris Penyelenggara  : NO. 18, RAHENDRA KELASWARA, SH
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0020493.AH.01.04. TAHUN 2016/ 14 APRIL 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

Sidoarjo, 12 Mei 2020
= KEPALA KANTOR WILAYAH
SMENTERIAN AGAMA

AWA TIMUR,




